
Mengi.ngat 1. Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Oasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 

3. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3815 ); 

4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan 
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. 
Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.1. 
Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 
2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatkan Pendapat Asli Daerah guna 
membiayai penyelenggaraan pembangunan serta peningkatan 
kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan, 
maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah 
Kabupaten Halmahera Selatan Nomor I Tahun 2013 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

b. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
merupakan salah satu sumber dalam rangka optimalisasi 
penerimaan pajak daerah untuk mewujudkan transparansi 
dan akunta.bilita.s keuangan daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera selatan Nomor 1 
Tahun 2013 ten tang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan; 

BUPATI HALMAHERA SELATAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

TAHUN 2020 NOMOR 2 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang 
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten 
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten 
Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi 
Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234} sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ; 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 
Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 5587} 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);J 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 
Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah 
Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lemabaran 
Negara R.l. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara R.I. Nomor 4693); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5950); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang 
Pembinaan dan Pengawasan Pcnyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2017 Nomor 73, 
Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
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Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selalan. 
2. Pemerintah daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah. 
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

Pasal 1 

1. Ketentuan dalam Pasal 1 Angka S diubah, sehingga kese}uruhan pasal 1 
berbunyi sebagai berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1 Tahun 
2013 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1) 
diubah sebagai berikut: 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
HALMAHERA SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK 
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 
dan 

BUPATI HALMAHERA SELATAN 

Dengan Persetujuan Bersama 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Nageri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1 
Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah 
Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupateri Halmahera Selatan Nomor 1 ); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat 
Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah 
Tahun 2016 Nomor 8 ); 

' . 
-3- 



5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat 
BPKAD adalah Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Halmahera Selatan. 

6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang­ 
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 

7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi 
dan/ atau bangunan yang dimiliki,dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh 
orang pribadi atau badan untuk sektor pedesaan dan sektor perkotaan 
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha, 
perkebunan,perhutanan, dan pertambangan. 

8. Bumi adalah perrnukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman 
serta laut di Daerah. 

9. Bangunan adalah Konruksi teknik yang ditanarn a tau diletakkan secara tetap 
pada tanah dan/atau perairan pedalaman, dan/atau laut. 

10. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP,adalah harga rata­ 
rata yang diperoieh dari transaksi juaI beli yang terjadi secara wajar,dan 
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli,NJOP dintentukan melalui 
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis,atau nilai perolehan 
baru, atau NJOP pengganli. 

11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Sadan yang dapat dikenakan Pajak. 
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Sadan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

13. Tahun Pajak adalah Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender. 
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam 

Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

15. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah 
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan 
objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Sektor Pedesaan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 

16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, 
adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi 
dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan yang terutang Kepada 
Wajib Pajak. 

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adaiah 
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang 
terutang. 

18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah 
forrnulir bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang digunakan wajib 
pajak untuk membayar pajak atau telah ditentukan dengan cara lain ke kas 
umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala 
Daerah. 

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang sdanjutnya disingkat 
SK.POKE, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 
pajak, besamya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus 
dibayar. 
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2. Ketentuan pasaJ 2 ayat (5) diubah, sehingga keseJuruhan pasal 2 berbunyi 
sebagai berikut: 

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya 
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

21. Surat Ketetapan Pajak Oaerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menetukan jumlah kelebihan 
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak 
yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

22. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat 
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga 
dan/ a tau denda. 

23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan 
kesalahan tulis, kesalahan hi tung, dan/ a tau kekeliruan dalam penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakn daerah 
yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Surat Ketetapan 
Pajak Oaerah, Surat Ketetapan Pajak Oaerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nlhil, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, 
Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 

24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nlhil, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau 
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

25. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau 
penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding 
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

26. Putusan Banding Adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. Masa 
Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) 
bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, 
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. 

27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghirnpunan 
data objek dan subjek pajak, penetuan besarnya pajak yang terutang sarnpai 
kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetoran. 

28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuahan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk 
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan perpajakan daerah. 

29. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian 
yang dilakukan oleh Pcnyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti 
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan 
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

30. Kas Umum Daerah adalah ternpat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan 
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 
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Iacif Paiak B11mi ciao Baoro2oao Perdesaao ciao Perkataao diteton1,ao seboaoi 

Pasal 5 

3. Ketentuan pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan pasal 5 berbunyi sebagai 
berikut: 

(4) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan adalah objek pajak yang : 

a. digunakan oleh Pcmerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan 
pemerin tahan; 

b. digunakan semata-rnata untuk melayani kepentingan umum di bidang 
ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang 
tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; 

c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejerus 
dengan itu; 

d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alarn, hutan wisata, tarnan 
nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; 

e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas 
perlakuan timbal balik; 

f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang 
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

(5) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar 
Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. 

(1) Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di 
pungut pajak atas Bumi dan/ a tau Bangunan yang 
dimiliki,dikuasai,dan/atau dimanfaatkan o\eh orang pribadi atau Badan, 
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 
perkebunan,perhutanan, dan pertambangan 

(2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi 
dan/ atau Bangunan yang dimiliki,dikuasai,dan/ a tau dimanfaatkan oleh 
orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan 
usaha perkebunan,perhutanan, dan pertambangan 

(3) Tennasuk dalam pengertian Bangunan adalah : 
a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti 

hotel, pabrik dan cmplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan 
dengan komp1eks bangunan tersebut; 

b. jalan tol; 
c. koJam renang; 
d. pagar mewah; 
e. tempat olahraga; 
f. galangan kapal, dermaga; 
g. taman mewah; 
h. tern pat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan 
1. menara. 

Pasal3 
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ILHAM ABUBAKAR, SH 
Nip. 19690307 200212 \ 008 

TIO 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

Salinan Sesuai dengan aslinya 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2020 
NOMOR .. ? .. 

2020 
- 

2020 

ERA SELATAN, 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap 
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah iru 
dengan penempatan dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan. 

Pasal II 

I 

a. untuk NJOP sarnpai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) 
ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen ] per tahun. 

b. Untuk NJOP diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan 
Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,3 
% (nol koma tigapersen) per tahun. 

c. Untuk NJOP diatas Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) 
sarnpai dengan Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 
0,3 % (nol koma tiga persen } per tahun 

d. Untuk NJOP diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditetapkan 
sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen J per tahun 

~ . . .. 
r.: ... 
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NOREG PERATURAN DAERAH \{/\B(JPATEN HALMAHERA SELATAN 
PROVINS! MALUKU UTARA 
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II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Angka I 

Pasal 1 

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi Daerah yang luas, 

nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan Pemerintahan Daerah dan 

Pembangunan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan sehingga 

kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan 

di Daerah dapat terwujud terkait dengan substansi tersebut maka perlu 

dilakukan Pcrubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera selatan 

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan. 

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, kemampuan daerah 

untuk membiayai kebutuhan pengeluaraannya semakin besar karena daerah 

dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya 

peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. 

Disamping itu juga akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan 

dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan 

kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 

I. UMUM 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

PENJELASAN 
ATAS 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 
NOMOR 2 TAHUN 2020 

TENT ANG 

BUPATIHALMAHERASELATAN 
PROVINS! MALUKU UTARA 
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TAMBAHAN LEM8ARAN DAE;RAH KJ\~UPAT~Ti HAPylAHERA S~l.,ATAN NQMOR 
.2.. 

Angka 3 

Pasal 5 

Cukup Jelas 

Angka 2 

Pasal 2 

Ayat (5). 

1. nilai jual dibawah 15 juta tdk dikenakan pajak) 
2. klasifikasi wajib pajak akan diatur dengan peraturan 

Bupati 
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